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	[bookmark: Text1]No.      


Pada hari ini,      , tanggal      , telah ditandatangani Perjanjian Layanan Internet Payment Gateway (selanjutnya disebut “Perjanjian”), oleh dan antara: 

I. [bookmark: Text4][bookmark: Text5]PT NUSA SATU INTI ARTHA, suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 11, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Yeo Sert Chert bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT NUSA SATU INTI ARTHA, beserta pengganti dan penerus hak dan/atau kewajibannya, selanjutnya disebut “DOKU”; 

dan

II. [bookmark: Text6][bookmark: Text7][bookmark: Text8][bookmark: Text9][bookmark: Text10][bookmark: Text11]Nama perorangan/badan usaha/hukum, suatu perorangan dengan NIK:*/badan usaha/badan hukum yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten, Provinsi, beralamat di Alamat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Nama Direktur/Pengurus/Ketua/Penerima Kuasa bertindak dalam kedudukannya selaku Jabatan Direktur/Pengurus/Ketua/Penerima Kuasa, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Nama perorangan/badan usaha/hukum, beserta pengganti dan penerus hak dan/atau kewajibannya, selanjutnya disebut “Merchant”.

DOKU dan Merchant secara bersama-sama selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “Para Pihak” dan secara masing-masing disebut “Pihak”.

PENDAHULUAN

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

· Bahwa DOKU bergerak dalam bidang penyedia jasa Layanan Internet Payment Gateway;

· [bookmark: Text13]Bahwa Merchant adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha (KBLI) dengan alamat website alamat website (selanjutnya disebut “Website”) dan/atau aplikasi nama aplikasi (selanjutnya disebut “Aplikasi”);

· Bahwa Merchant membutuhkan Layanan Internet Payment Gateway dan DOKU bersedia untuk menyediakan layanan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN/DEFINISI

Para Pihak sepakat untuk menggunakan istilah-istilah dalam Perjanjian ini sebagaimana tercantum di bawah ini:

“Acquirer” adalah bank (-bank) dan/atau lembaga jasa keuangan bukan bank yang ditunjuk oleh Merchant untuk memproses pembayaran atas setiap Transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan.

“Biaya Layanan” adalah biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh Merchant kepada DOKU terkait layanan, termasuk namun tidak terbatas pada Payment Channel yang digunakan oleh Merchant sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

“Chargeback” adalah transaksi yang termasuk dalam kejadian antara lain: (a) dipersengketakan, (b) dikembalikan karena alasan apapun oleh Acquirer atau issuer, (c) tidak sah atau tidak diotorisasi, (d) diduga melanggar hukum, penipuan atau mencurigakan. 

“Direct Merchant” adalah Layanan Internet Payment Gateway yang digunakan oleh Merchant, namun dalam hal ini Merchant memiliki MID sendiri yang mana diperoleh langsung dari Acquirer, setelah Merchant melakukan kerja sama dalam perjanjian terpisah dengan Acquirer.

“Fraud” adalah suatu tindakan penyalahgunaan oleh pihak ketiga terhadap Pelanggan yang dilakukan di Website dan/atau Aplikasi Merchant.

”Fraud Detection System” adalah sistem milik DOKU yang berfungsi untuk mengidentifikasikan Transaksi yang mencurigakan (fraud) yang hasilnya dapat berupa risiko rendah (low risk), menengah (medium risk), atau tinggi (high risk).

”Hari Kerja” adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali ditetapkan Pemerintah Indonesia sebagai hari libur resmi nasional.

”Kartu” adalah kartu berlogo Visa, MasterCard, dan/atau jenis lain yang dapat dipergunakan untuk melakukan Transaksi pada Layanan Internet Payment Gateway, termasuk namun tidak terbatas pada kartu kredit dan kartu debit.

“Layanan Aggregator” adalah layanan yang diberikan oleh DOKU kepada Merchant, di mana Merchant memanfaatkan MID milik DOKU untuk dapat menggunakan Layanan Internet Payment Gateway.

“Layanan Early Detection Unit” (selanjutnya disebut “Layanan EDU”) adalah layanan optional yang disediakan oleh DOKU untuk melakukan identifikasi dan investigasi yang lebih mendalam untuk Transaksi yang dicurigai sebagai Fraud dan merupakan unit kerja yang bertindak sebagai tim kerja untuk melaksanakan identifikasi terhadap seluruh Transaksi yang dilakukan Pelanggan dalam hal mitigasi Transaksi Fraud.

“Layanan Escrow” adalah layanan milik DOKU untuk melakukan pelimpahan dana atas Transaksi yang menggunakan Payment Channel tertentu dan waktu Settlement sesuai dengan Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

“Layanan Internet Payment Gateway” adalah layanan pembayaran online berupa penyediaan Payment Channel oleh DOKU kepada Merchant.

”Merchant ID” (selanjutnya disebut ”MID”) adalah tanda pengenal yang diberikan oleh DOKU dan/atau Acquirer kepada Merchant untuk setiap url yang didaftarkan di dalam Website dan/atau Aplikasi oleh Merchant di dalam sistem milik DOKU.

“Merchant Application Form” adalah formulir aplikasi yang wajib diisi dan ditandatangani oleh Merchant di mana diatur mengenai Biaya Layanan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

“Merchant Discount Rate” atau “MDR” adalah biaya yang dikenakan oleh DOKU dan/atau Acquirer terkait dengan Payment Channel yang digunakan oleh Merchant sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

“Payment Channel” adalah cara bayar berbasis Kartu dan/atau media lainnya yang disediakan oleh DOKU untuk memudahkan Pelanggan Merchant melakukan Transaksi sebagaimana yang sudah disepakati oleh Para Pihak yang dalam Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

“Pelanggan” adalah setiap orang yang melakukan Transaksi di Website dan/atau Aplikasi Merchant.


“Produk” adalah barang dan/atau jasa, yang ditawarkan/dijual oleh Merchant kepada Pelanggan di Website dan/atau Aplikasi Merchant.

”Refund” adalah pengembalian dana Transaksi yang akan dikreditkan kembali ke Pelanggan atas permintaan Merchant, di mana ketentuan Refund ini berlaku sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh Merchant.

“Rekonsiliasi” adalah perbandingan dan/atau penyesuaian data Transaksi milik DOKU dan Merchant dalam hal terjadi perbedaan data Transaksi yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.

“Settlement” adalah proses pelimpahan dana atas Transaksi khusus Layanan Aggregator yang dilakukan oleh DOKU kepada Merchant sesuai waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

“Transaksi” adalah kegiatan pembelian Produk yang dilakukan oleh Pelanggan melalui Website dan/atau Aplikasi Merchant.

PASAL 2
BENTUK LAYANAN

1. Selain memberikan Layanan Internet Payment Gateway, DOKU juga memberikan layanan tambahan kepada Merchant, berupa: 
a. Layanan back-office, di mana Merchant dapat memonitor semua Transaksi yang terjadi di Website dan/atau Aplikasi Merchant secara real time, termasuk namun tidak terbatas pada tanggal dan waktu Transaksi dengan status berhasil maupun gagal; dan

b. Fraud Detection System, di mana untuk transaksi yang termasuk dalam kategori risiko menengah (medium risk) selanjutnya merupakan keputusan Merchant untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan Transaksi tersebut.

2. DOKU berhak melakukan pembatalan langsung melalui sistem terhadap segala Transaksi yang diidentifikasi termasuk risiko tinggi (high risk) sebagai Transaksi Fraud.

3. DOKU memberikan layanan penunjang kepada Merchant pada setiap hari kalender 
selama 24 (dua puluh empat) jam dengan menghubungi 021-29655555 dan/atau email ke care@doku.com dan/atau support@doku.com.

4. Selain layanan tersebut di atas, apabila merasa diperlukan, Merchant dapat memilih untuk penambahan Layanan EDU dengan tambahan biaya layanan tersendiri.

PASAL 3
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, DOKU berhak menerima pembayaran atas Layanan Internet Payment Gateway yang diberikan kepada Merchant dan atas MID dengan biaya sebagaimana diatur pada Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

2. Pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:
a) Dalam hal Merchant menggunakan Layanan Direct Merchant, maka:
(1) DOKU akan melakukan penagihan setiap bulannya dan Merchant wajib melakukan pembayaran paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak invoice diterima dengan baik dan lengkap oleh Merchant (“Tanggal Jatuh Tempo”);
(2) Terlepas dari ketentuan penagihan di atas, DOKU berhak melakukan "Penagihan Seketika dan Sekaligus" di luar jadwal penagihan dan tanpa menunggu Tanggal Jatuh Tempo, meliputi seluruh utang Merchant kepada DOKU, termasuk namun tidak terbatas pada utang Outstanding, Kelebihan/Settlement Ganda, Chargeback, dan Refund;
(3) Merchant dimungkinkan menggunakan Layanan Escrow untuk dilakukan pelimpahan dana pada Payment Channel tertentu;
(4) Dalam hal Merchant tidak melakukan kewajibannya seperti yang diatur pada ayat 2.a.1) Pasal ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo, maka DOKU berhak untuk:
(i) melakukan penghentian pemberian layanan secara sementara kepada Merchant sampai dengan Merchant memenuhi kewajiban pembayaran;
(ii) dalam hal Merchant menggunakan bersamaan Layanan Direct Merchant dan Layanan Aggregator:
1. Merchant memberikan kuasa khusus dan persetujuan kepada DOKU untuk melakukan pemotongan dana Settlement yang tersedia dan/atau terkumpul di Payment Channel Layanan Aggregator yang digunakan, di mana pemotongan dana dilakukan atas jumlah Biaya Layanan (dari Layanan Direct Merchant yang berjalan) yang belum dibayarkan (“Outstanding”);
2. pemotongan atas Outstanding dilakukan pada proses dan waktu Settlement sebagaimana diatur pada ayat 2.b.1) Pasal ini. Dalam hal dana Settlement yang tersedia dan/atau terkumpul di Payment Channel Layanan Aggregator yang digunakan tidak mencukupi untuk melakukan pemotongan atas Outstanding tersebut, DOKU akan melakukan pemotongan atas Outstanding pada Settlement pada bulan berikutnya atau pada kesempatan pertama segera setelah tersedia dan/atau terkumpul di Payment Channel Layanan Aggregator yang digunakan mencukupi;
3. sehubungan dengan pemotongan atas Outstanding pada ayat ini, Merchant dengan ini menyatakan:
a. menyetujui tindakan DOKU untuk kepentingan pemberian layanan kepada Pelanggan dan tindakan DOKU bukan merupakan pelanggaran dari Perjanjian ini dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai Wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perbuatan melawan hukum/perbuatan pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menjamin, membebaskan, melepaskan DOKU sepenuhnya dan tidak membahayakan DOKU, termasuk afiliasinya, masing-masing direktur, pejabat, karyawan, dan perwakilannya (“Pihak yang Dilindungi”), dari dan terhadap segala akibat yang mungkin timbul dari atau diakibatkan dari kesalahan, kelalaian Merchant dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Merchant turut membebaskan Pihak yang Dilindungi atas segala macam tanggung jawab, liabilitas, dan tuntutan terkait dengan pemotongan atas Outstanding;
(iii) menginformasikan tindakan DOKU ayat 2.a.3) Pasal ini (setelah pengambilan tindakan) tersebut kepada Merchant melalui email, sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian ini.
b) Dalam hal Merchant menggunakan Layanan Aggregator, maka:
(1) DOKU akan melakukan Settlement kepada Merchant setelah dipotong dengan MDR dan/atau biaya lainnya sesuai dengan biaya masing-masing Payment Channel dan waktu Settlement masing-masing Payment Channel  sebagaimana diatur dalam Lampiran 2tentang Merchant Application Form;
(2) DOKU akan mengirimkan faktur pajak atas pemotongan Biaya Layanan yang menjadi hak DOKU kepada Merchant setiap bulannya; dan
(3) Merchant membebaskan DOKU sepenuhnya dari segala gugatan/klaim yang timbul dari pihak ketiga terkait dengan pelimpahan dana hasil Transaksi yang dilakukan oleh Acquirer ke rekening DOKU yang akan diteruskan oleh DOKU ke rekening Merchant sehubungan dengan Layanan Aggregator.

3. Apabila Merchant telah melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban yang tertunda sesuai dengan ayat (2) Pasal ini dan Merchant ingin melakukan pengaktifan kembali, jangka waktu akan tetap berjalan sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian ini. Dalam hal jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir, Para Pihak setuju untuk memperbaharui Perjanjian.

4. Jika terdapat permintaan dari Merchant untuk dilakukan pelimpahan dana ke rekening penampungan selain atas nama Merchant sebagaimana yang diatur di dalam Lampiran 1 tentang Daftar Rekening Penampungan Merchant, Merchant wajib memberitahukan DOKU secara tertulis terkait dengan permintaan tersebut.

5. Surat instruksi yang diatur dalam ayat (4) Pasal ini merupakan surat instruksi resmi yang dibuat oleh Merchant dan dalam hal ini, DOKU dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab apabila pelaksanaan instruksi tersebut dicurigai sebagai suatu bentuk usaha pencucian uang yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh Merchant dan membebaskan DOKU dari segala bentuk kerugian dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga manapun atas kesalahan instruksi yang dibuat oleh Merchant.
	No.      


On this [•]day, dated [•], has been signed the Internet Payment Gateway Service Agreement (hereinafter referred  to as “Agreement”), by and between:

I. [bookmark: Text12]PT NUSA SATU INTI ARTHA, a company established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at South Jakarta, address at Artha Graha Building 11th Floor, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, in this matter duly represented by Yeo Sert Chert acting in his/her/their capacity as President Director, therefore acting for and on behalf of PT NUSA SATU INTI ARTHA, along with the replacement and successor of his rights and/or obligations, hereinafter referred to as “DOKU”;


and

II. Individual/business or legal entity's name, an individual having ID No. */business or legal entity established under the law of the Republic of Indonesia, domiciled at Regency, Province, address at Address, in this matter duly represented by Director/Executive Board/Chairman/Authorized Signatory's Name acting in his/her/their capacity as Director/Executive Board/Chairman/Authorized Signatory's Title therefore acting for and on behalf of Individual/business or legal entity's name, along with the replacement and successor of his rights and/or obligations, hereinafter referred to as “Merchant”;


DOKU and Merchant  hereinafter referred to collectively as the “Parties” and individually  as the “Party.

RECITAL

The Parties firstly declare as  follows:


· Whereas DOKU is engaged in business for Internet Payment Gateway Service provider;
· Whereas Merchant is a company engaged in business of (LOB) with the website address website's address (hereinafter referred to as "Website”) and/or application aplication's name (hereinafter referred to as “Application”);

· Whereas Merchant require  the Internet Payment Gateway Service and DOKU agrees to provide the service in accordance with the term and condition set in this Agreement.



Now therefore, with reference to the  above matters, The Parties agree to enter into this Agreement under the following terms and conditions:


ARTICLE 1
DEFINITION

The Parties agree to use these terms in this Agreement as listed below:


“Acquirer” means bank(s) and non-bank financial services institutions which has been appointed by the Merchant to process the payment of each Transaction made by the Customer.

“Services Fee” means fees which must be paid by the Merchant to DOKU related to the service, including but not limited to the Payment Channel used by Merchant in accordance with the Agreement between the Parties as set out in the Schedule 2 regarding the Merchant Application Form.

“Chargeback” means transaction which is included in these following incidents: 
(a) disputed, (b) refunded for whatsoever reason by Acquirer or Issuer, (c) invalid or unauthorized, (d) allegedly violates the law, fraud or rouse suspicion. 


“Direct Merchant” means the Internet Payment Gateway service used by the Merchant, however in this matter Merchant has its own MID which directly received from the Acquirer, after the Merchant execute the separated agreement with the Acquirer. 


“Fraud” means act of misuse by the third party over the customer conducted in the Merchant’s Website and/or Application.

”Fraud Detection System” means system owned by DOKU to identify any suspicious Transaction (fraud) which results could be identified as low risk, medium risk, or high risk.


”Business Days” means Monday to Friday, unless otherwise stipulated by the Government of Indonesia as official national holiday.

“Card” means card with Visa, MasterCard, and/or any other logo, which can be used Transaction in the Internet Payment Gateway Service, including but not limited to the credit card and debit card.


“Aggregator Service” means service given by the DOKU to Merchant, where the Merchant utilize the DOKU’s MID to  be able to use the Internet Payment Gateway Service. 


“Early Detection Unit Service” (hereinafter referred to “EDU Service”) means optional service that provided by DOKU to perform more exhaustive identification and investigation for Transactions which is suspected as Fraud and constitute a work unit which used as the working team to identify all Transaction made by the Customer in order to mitigate the Fraud Transaction.


“Escrow Service” means DOKU’s funding service over transaction using the certain Payment Channel and time of Settlement in accordance with the Schedule 2 regarding the Merchant Application Form.

“Internet Payment Gateway Service” means online payment service by providing Payment Channel by DOKU to Merchant.
 
”Merchant ID” (hereinafter referred to as ”MID”) means identity given by the DOKU and/or Acquirer to Merchant for every url listed in the Merchant Website and/or Application in the system of DOKU. 


“Merchant Application Form” means application form which mandatory filled and signed by the Merchant where the Services Fee which has agreed by the Parties in accordance with the Schedule 2 regarding the Merchant Application Form is specified.

“Merchant Discount Rate” or “MDR” means fee charged by DOKU and/or Acquirer related with the Payment Channel used by the Merchant as attached in the Schedule 2 regarding the Merchant Application Form.

“Payment Channel” means Card-based payments and/or other media provided by DOKU to enable the Merchant’s Customers to make Transactions as agreed by the Parties in Schedule 2 of the Merchant Application Form.


“Customer” means every individual who make Transaction on the Merchant’s Website and/or Application. 

“Product” means goods and/or service offered/sale by Merchant to Customer in the Merchant’s Website and/or Application.

“Refund” means the Transaction refund where the fund will be credited again to the Customer at the request of the Merchant, where this Refund provision is valid accordance with the policy of the Merchant. 

“Reconciliation” means the comparison  and/or adjustment on Transaction data  owned by  DOKU and Merchant in the event where any discrepancy on the Transaction data of each Party.

“Settlement” means the funding process over the Transaction especially Aggregator Services made by DOKU to the Merchant in accordance with the time agreed by the Parties as set out in the Schedule 2 regarding the Merchant Application Form.


“Transaction” means any purchase activity of Product made by the Customer through the Merchant’s Website and/or Application. 
ARTICLE 2
FORMS OF SERVICE 

1. Aside from providing Internet Payment Gateway Service, DOKU shall also provide additional services to the Merchant, in the form of: 
a. Back-office service, where Merchant can monitor all Transaction made in the Merchant’s Website and/or Applications in real time, including but not limited to the date and time of successful or unsuccessful Transaction; and

b. Fraud Detection System, where for transactions that categorized in medium risk category, it is then Merchant’s decision to proceed or not proceed the Transaction.



2. DOKU is entitled to directly cancel (void) through the system for any Transaction which is identified as high risk category for Fraud Transaction.


3. DOKU gives support service to the Merchant every calendar day for 24(twenty four) hours by contacting 021-29655555 and/or email to care@doku.com and/or support@doku.com.



4. Aside from the above services, if required, Merchant may choose to add EDU Services with an additional separate fee.

ARTICLE 3
PAYMENT MECHANISM

1. In relation with the performance of this Agreement, DOKU shall be entitled to receive payment for the Internet Payment Gateway Service given to the Merchant and over the MID with the fee as set out in the Schedule 2 regarding the Merchant Application Form.

2. The payment as set out in this Agreement shall consist of 2 (two) parts, which are:
a) In the event where Merchant use the Direct Merchant Service, consequently:

1) DOKU shall deliver monthly invoice and Merchant must make payment at the latest 30 (thirty) Business Days since the invoice received well and complete by Merchant (“Due Date”);


2) Notwithstanding the above billing provisions, DOKU reserves the right to conduct "Instant and Lump Sum Billing" outside of the billing schedule and without waiting for the Due Date, covering all Merchant debts to DOKU, including but not limited to Outstanding, Excess / Double Settlement, Chargeback, and Refunds debts;




3) Merchant is enable to use the Escrow Service to make funding on the certain Payment Channel;



4) In the event where Merchant is unable to perform its obligation as stipulated in the paragraph 2.a.1) of this Article in 30 (thirty) calendar days since the Due Date, DOKU shall be entitled to: 


(i) terminate the service temporarily until the Merchant fulfilled its payment obligation;



(ii) in the event that  Merchant uses concurrently the Direct Merchant Service and the Aggregator Service:

1. Merchant gives special power of attorney and approval to DOKU to deduct the available Settlement funds and/or collected in the Payment Channel of the Aggregator Service used, where the withholding is made on the amount of the Service Fees (from the current Direct Merchant Service) that has not been paid ("Outstanding");






2. deductions on Outstanding shall be made at the process and time of the Settlement as set out in paragraph 2.b.1) of this Article. In the event that the available Settlement funds and/or collected in the Payment Channel of the Aggregator Service used are insufficient to make deductions for the Outstanding, DOKU will make deductions for the Outstanding on the Settlement in the following month or at the first opportunity as soon as they are available and/or collected in the Payment Channel of the Aggregator Service used sufficiently;







3. in respect of the withholding of the Outstanding in this paragraph, Merchant hereby states: 
a. that Merchant agree of DOKU's actions for the purposes of providing services to Customers and DOKU's actions do not constitute a violation of this Agreement and cannot be interpreted as a Default under this Agreement and/or an unlawful act/criminal act according to applicable laws and regulations; 











b. that Merchant warrant, indemnify, release DOKU completely and not harm DOKU, including its affiliates, respective directors, officers, employees, and representatives ("Protected Parties"), from and against any consequences that may arise from or result from the Merchant's error, negligence in fulfilling payment obligations. Merchant also releases the Protected Parties from all kinds of responsibilities, liabilities, and demands related to withholding of Outstanding; 











(iii) inform DOKU’s action of paragraph 2.a.3) of this Article (after the commencement of the action) to the Merchant by email, in accordance with Article 12 of this Agreement.


b) In the event where the Merchant use the Aggregator Service, consequently:
1) DOKU shall make the Settlement to the Merchant after deducting the MDR and/or any other fee in accordance with each Payment Channel’s cost and Settlement time as set out in the Schedule 2 regarding the Merchant Application Form;





2) DOKU shall deliver the tax invoice of the deducted Services Fee’s, which is a part of DOKU’s right, every month to the Merchant;

3) Merchant releases DOKU entirely from every lawsuit/claim arising out from the third party in relation with the fund transfer as a result of Transaction which performed by Acquirer to DOKU’s account, in which subsequently DOKU will forward the fund to the Merchant’s account related to the Aggregator Service.




3. In the event where Merchant has settled all outstanding liabilities in accordance with the paragraph (2) of this Article and Merchant intend to re-activate, the duration will remain valid in accordance with the Article 6 of this Agreement. In the event that the term of this Agreement has expired, the Parties agree to renew the Agreement. 

4. If any request made by the Merchant to disburse funds to the escrow account to other than Merchant’s name as set out in Schedule 1 on Merchant Escrow Account List, Merchant must inform DOKU in writing regarding such request. 




5. The instruction letter stipulated in paragraph 4 of this Article is an official instruction letter made by the Merchant and in this matter, DOKU shall be released from every form of responsibility if the implementation of the instruction is suspected to be a form of money laundering which conducted intentionally or unintentionally by the Merchant and shall release DOKU from every loss and responsibility against any third party upon the faulty instruction made by the Merchant.

	PASAL 4
PEMBATASAN

1. DOKU hanya dapat menyediakan laporan Transaksi milik Merchant untuk Transaksi yang terjadi dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun ke depan terhitung sejak tanggal Transaksi (jika diperlukan).

2. Merchant dilarang untuk mensyaratkan Pelanggan, baik secara lisan maupun secara tertulis, untuk melakukan pembelian dengan suatu jumlah minimum atau maksimum tertentu agar mereka dapat melakukan Transaksi.

3. Merchant dilarang untuk membebankan biaya tambahan apapun (surcharge) kepada Pelanggan dalam melaksanakan Transaksi atau mengalihkan beban MDR Merchant kepada Pelanggan dengan cara apapun.

4. Merchant wajib memberitahukan kepada DOKU melalui surat pemberitahuan minimal 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya dalam hal Merchant akan melakukan perubahan alamat internet protocol (“Alamat IP”) dan/atau domain Website dan/atau Aplikasi Merchant.

5. Dalam hal Merchant tidak memberitahukan kepada DOKU perihal perubahan Alamat IP dan/atau domain Website dan/atau Aplikasi sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal ini, segala bentuk kerusakan, kegagalan, kerugian yang terjadi akibat perubahan tersebut bukan menjadi tanggung jawab DOKU melainkan tanggung jawab Merchant sepenuhnya.

6. Merchant wajib mematuhi ketentuan Payment Channel tertentu yang diinformasikan kepadanya secara tertulis.

7. Apabila DOKU mengetahui Merchant melakukan perubahan jenis usaha di mana usaha yang dimaksud bertentangan/melanggar dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas kepada peraturan yang terkait dengan perbankan baik di Indonesia maupun dari Visa dan/atau Mastercard, HAKI, teknologi dan informatika, telekomunikasi, atau apabila DOKU mengetahui kegiatan usaha yang didaftarkan Merchant tidak sesuai dengan aktualisasi pelaksanaannya (termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan judi online),  DOKU berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini setiap saat secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Merchant sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian.


8. DOKU berhak menon-aktifkan MID milik Merchant dalam hal Merchant terbukti melakukan penyalahgunaan terhadap MID yang dimiliki oleh Merchant atau segala bentuk penyalahgunaan Layanan Internet Payment Gateway atau Layanan Internet Payment Gateway tidak digunakan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

9. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Merchant dilarang menggunakan bersama atau memberikan akses atas Layanan Internet Payment Gateway DOKU kepada pihak ketiga. Apabila Layanan Internet Payment Gateway akan digunakan bersama atau diberikan aksesnya kepada pihak lain (Sub-merchant), Merchant wajib meminta persetujuan tertulis sebelumnya kepada DOKU dan DOKU memiliki hak untuk menolak penggunaan bersama atau pemberian akses terhadap Layanan Internet Payment Gateway kepada pihak lain tersebut yang kegiatan usahanya dan/atau kebijakan usahanya menurut penilaian DOKU illegal dan/atau tidak sesuai dengan kebijakan usaha DOKU. 

	ARTICLE 4
RESTRICTIONS

1. DOKU shall only provide Transaction reports of the Merchant for any Transaction occurring for a maximum of 1 (one) year commencing from the date of Transaction (if required).


2. Merchant is prohibited from requiring Customers, either orally or in writing, to make purchases with a certain minimum or maximum amount in order for them to make Transactions.


3. Merchant is prohibited from charging any surcharges to the Customer in carrying out the Transaction or transferring the burden of the Merchant's MDR to the Customer in any way.


4. The Merchant shall notify DOKU in writing at least 14 (fourteen) Business Days prior to event where Merchant intends to change the Merchant’s internet protocol address (the “IP Address”) and/or domain Website and/or Application.

5. In the event where Merchant fails to notify DOKU regarding the change of its IP address and/or domain Website and/or Application as mentioned in paragraph (4) of this Article, all forms of damage, failure, loss arising out from such change shall not be the responsibility of DOKU but shall be full responsibility of the Merchant.

6. Merchant is obliged to comply with certain Payment Channel terms that are being informed to in writing.

7. In the event where DOKU becomes aware that Merchant makes a change in the type of business which conflicted with/violate the norms of decency, norms of civility, laws and other regulations applicable in Indonesia including but not limited to the related banking regulation  whether in Indonesia or from Visa and/or Master Card, Intellectual Property Rights, technology and information, telecommunications, or if DOKU become aware that the business activities that have been registered by Merchant are not in accordance with its actual performance (including but not limited to online gambling activities), DOKU shall be entitled to terminate this Agreement unilaterally at any time by written notice to Merchant 7 (seven) calendar days prior to the implementation in accordance with the provisions of Article 6 paragraph (3) of the Agreement.

8. DOKU is entitled to disable Merchant's MID if Merchant is proven to misuse the MID owned by Merchant or misuse the Internet Payment Gateway Services in any kind or not utilise the Internet Payment Gateway Services for 12 (twelve) consecutive months.


9. Merchant is prohibited to jointly utilise with or grant access to DOKU’s Internet Payment Gateway Services to third party. If the Internet Payment Gateway Services will be jointly utilised with or the access will be granted to a third party (Sub-merchant), Merchant must obtain prior written approval from DOKU and DOKU has the right to refuse the joint utilisation or access grant of the Internet Payment Gateway Services to third party whose line of business is and/or whose business policies are, in DOKU’s assessment, illegal and/or against DOKU’s business policies. 



	10. [bookmark: _heading=h.30j0zll]Sehubungan dengan ketentuan di atas, Merchant wajib mendokumentasikan salinan dari dokumen-dokumen legal milik Sub-merchant yang sewaktu-waktu dapat DOKU minta. 

	10. Subject to the above provision, Merchant is required to store copies of legal documents belongs to the Sub-merchant that DOKU might require at any time. 


	11. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Merchant membebaskan DOKU sepenuhnya dari segala bentuk tuntutan/gugatan/klaim/kerugian yang timbul dari pihak manapun terkait dengan kerjasama antara Merchant dan Sub-merchant maupun atas pelanggaran/kelalaian/kesalahan Sub-Merchant terhadap Perjanjian ini.
	11. Merchant indemnifies DOKU from all demands/lawsuits/claims/losses arising from any party related to the cooperation between Merchant and Sub-merchant as well as for any violations/omissions/defaults of Sub-merchants that against this Agreement.

	
	

	12. [bookmark: _heading=h.3znysh7]Merchant membebaskan DOKU dari segala bentuk tuntutan/gugatan/klaim/kerugian yang timbul dari pihak manapun apabila terdapat kesengajaan/kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan/penggunaan/pemanfaatan Layanan yang disebabkan oleh Merchant dan/atau Sub-merchant terbukti dan/atau dicurigai antara lain sebagai suatu bentuk usaha pencucian uang, pendanaan terorisme, suap, korupsi dan/atau gratifikasi.

	12. Merchant indemnifies DOKU from all demands/lawsuits/claims/losses arising from any party if there are any intentions/negligence/omissions within the implementation/use/utilization of the Services caused by Merchant and/or Sub-merchant proven and/or suspected, inter alia as a form of money laundering, financing of terrorism, bribery, corruption and/or gratification.

	13. [bookmark: _heading=h.q4thmzn6twb6]Merchant dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan tidak membahayakan DOKU, afiliasinya, masing-masing direktur, pejabat, karyawan, dan perwakilannya (“Pihak yang Dilindungi"), dari dan terhadap segala kerusakan dan kerugian yang timbul dari atau diakibatkan dari kesengajaan/kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan/penggunaan/pemanfaatan Layanan; dari kesengajaan/kesalahan/kelalaian dalam penjualan dan/atau distribusi Produk; pelanggaran Perjanjian ini, perizinan, hukum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak dilaksanakannya kewajiban (termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban bayar Merchant kepada DOKU), Transaksi yang diproses secara tidak benar/tidak sah/akses ilegal/ curang, penipuan dan/atau sengketa lainnya (termasuk biaya, klaim, pajak, proses hukum, serta ongkos jasa pengacara dan pengeluaran yang wajar) (baik diakibatkan atau tidak diakibatkan oleh tuntutan pihak ketiga) dan segala biaya yang ditanggung oleh Pihak yang Dilindungi yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan kerusakan dan kerugian tersebut, termasuk dalam hal terdapat gugatan, tuntutan, dan/atau klaim dari Pelanggan, otoritas Pemerintah yang berwenang) oleh Merchant sehubungan dengan Produk dan Layanan yang digunakannya atas Transaksi dengan Pelanggan.
[bookmark: _heading=h.djznsdiei2eq]
14. [bookmark: _heading=h.quf46m59huxc]DOKU berhak untuk menunda Transaksi, menunda/blokir rekening atau menolak segala bentuk Settlement yang menjadi hak Merchant terkait dengan kerja sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada berhak memotong atau menagih kembali Settlement yang telah dibayarkan kepada Merchant, dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan Perjanjian ini, dalam hal Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan/atau dalam hal Fraud. Untuk menghindari keraguan, Para Pihak sepakat bahwa tindakan DOKU dalam penundaan Transaksi, penundaan/pemblokiran rekening/pemotongan/penagihan kembali Settlement pada Pasal ini tidak diinterpretasikan sebagai pelanggaran dari Perjanjian ini.

15. Tanpa diperlukan suatu surat kuasa tersendiri, dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, Merchant dengan ini memberikan kuasa kepada DOKU untuk memotong Settlement untuk menyelesaikan kewajiban bayar Merchant terhadap DOKU (meliputi seluruh utang Merchant kepada DOKU, termasuk namun tidak terbatas pada utang Outstanding, Kelebihan/Settlement Ganda, Chargeback, dan Refund; sesuai perhitungan DOKU).
[bookmark: _heading=h.o36h03vm5ga3]
	13. The Merchant hereby agrees to indemnify and not harm DOKU, its affiliates, each of its directors, officers, employees, and representatives ("Protected Parties"), from and against all damages and losses arising from or resulting from intentionality/error/negligence in the implementation/usage/utilization of the Service; from intentionality/error/negligence in the sale and/or distribution of the Product; violation of this Agreement, licensing, law, and/or provisions of laws and regulations; non-performance of obligations (including but not limited to the Merchant's payment obligation to DOKU), transactions processed incorrectly/unlawfully/illegally/fraudulently access, fraud and/or other disputes (including costs, claims, taxes, legal proceedings, as well as reasonable attorneys' fees and expenses) (whether or not resulting from third party claims) and any costs incurred by the Protected Parties arising out of or in connection with such damages and losses,  including in the event of a lawsuit, demand, and/or claim from the Customer, the competent Government authority) by the Merchant in connection with the Products and Services it uses for Transactions with the Customer.





14. DOKU reserves the right to postpone the Transaction, postpone/block the account or reject any form of Settlement that is the right of the Merchant related to this cooperation, including but not limited to the right to deduct or re-collect the Settlement that has been paid to the Merchant, in the case of a violation of the provisions of this Agreement, in the case of Instant and Lump Sum Billing, and/or in the case of Fraud. For the avoidance of doubt, the Parties agree that DOKU's action in postponing the Transaction, postponing/blocking accounts/withholding/re-collecting Settlement in this Article is not interpreted as a violation of this Agreement.


15. Without the need for a separate power of attorney, by signing this Agreement, the Merchant hereby authorizes DOKU to deduct the Settlement to settle the Merchant's payment obligations to DOKU (including but not limited to all debts owed by the Merchant to DOKU, including but not limited to Outstanding, Excess / Double Settlement, Chargeback, and Refund debts; as calculated by DOKU).


	PASAL 5
CHARGEBACK DAN REFUND

Dalam hal terdapat permintaan Chargeback dan Refund, Para Pihak sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan pada Pasal ini, yaitu:

1. Sanggahan merupakan proses pelaporan berpotensi menjadi Chargeback dari Pelanggan kepada issuer yang kemudian diteruskan kepada Acquirer (“Sanggahan”).

2. Para Pihak akan berkoordinasi untuk menyelesaikan Sanggahan dan DOKU berhak meminta informasi yang diperlukan kepada Merchant terkait dengan proses penyelesaian tersebut dan Merchant wajib memberikan support selama proses Sanggahan.

3. DOKU berhak menyampaikan dokumen-dokumen terkait Sanggahan kepada Acquirer, termasuk namun tidak terbatas pada detail Transaksi kartu kredit dan log Transaksi.

4. Jika diperlukan, Merchant akan menyampaikan dokumen terkait Sanggahan kepada Acquirer, termasuk namun tidak terbatas pada surat pernyataan Merchant atas Transaksi Sanggahan, tanda bukti pengiriman dan penerimaan Produk.

5. Jika Sanggahan terbukti menjadi Chargeback, maka (a) Dalam hal Direct Merchant, Acquirer akan memotong dana dari rekening milik Merchant sejumlah yang akan dikreditkan kembali kepada rekening Pelanggan sebagai akibat dari Chargeback dan/atau (b) dalam hal Layanan Aggregator, DOKU akan memotong dana untuk dikreditkan kembali kepada rekening Pelanggan sebagai akibat dari Chargeback dalam Settlement berikutnya kepada Merchant. Bila dana yang didepositkan pada DOKU dalam Rekening Penampungan tidak mencukupi untuk melakukan pemotongan tersebut, maka Merchant harus membayarkan kepada DOKU sejumlah yang dikreditkan kembali kepada Pelanggan sebagai akibat dari Chargeback dalam 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diberitahukan mengenai Chargeback dan perlunya membayarkan kepada DOKU atau DOKU melakukan pemotongan pada kesempatan pertama segera setelah Settlement tersedia dan/atau terkumpul di Payment Channel Layanan Aggregator.

6. DOKU hanya akan memproses permintaan Chargeback yang datang dari Acquirer, dan DOKU berhak menolak permintaan Chargeback yang datang selain dari Acquirer.


7. Segala bentuk Chargeback dari pihak ketiga bukan menjadi tanggung jawab DOKU.

8. Merchant berhak melakukan pembatalan transaksi dari Pelanggan jika ada kecurigaan bahwa transaksi yang terjadi berpotensi merugikan Merchant di kemudian hari. Informasi pembatalan disampaikan ke pihak DOKU untuk dilakukan proses pembatalan (void) terhadap transaksi yang dicurigai tersebut. Jika transaksi sudah terlanjur berjalan, proses Refund akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini.

9. Dengan batasan terkait Transaksi yang diduga melanggar hukum, Fraud, mencurigakan, atau melanggar ketentuan Perjanjian ini dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Payment Channel, ketentuan mengenai Refund dapat berlaku sesuai dengan kebijakan dari Merchant. Untuk menghindari keraguan, DOKU berhak untuk Refund Pelanggan atas diskresinya sendiri dengan pemberitahuan kepada Merchant setelah dimulainya proses Refund dan Merchant menjamin bahwa tindakan DOKU bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh DOKU dan Merchant akan mengganti rugi dan melepaskan DOKU dari dan setiap kerugian dan klaim dari Sub-Merchant dan/atau Pelanggan atas diskresinya DOKU. Merchant setuju untuk menanggung jumlah Refund tersebut.

10. Dalam hal Layanan Aggregator, Merchant dengan ini memberikan persetujuan kepada DOKU untuk menggunakan jumlah Settlement untuk tujuan Refund sepanjang Settlement belum dilakukan sesuai ketentuan waktu masing-masing Payment Channel sebagaimana diatur di dalam Lampiran 2 tentang Merchant Application Form. Apabila jumlah Settlement tidak mencukupi untuk pemotongan Refund, Merchant harus membayarkan sejumlah Refund atau sejumlah kekurangan tersebut dalam 7 (tujuh) Hari Kerja kepada DOKU atau DOKU melakukan pemotongan pada kesempatan pertama segera setelah Settlement tersedia dan/atau terkumpul di Payment Channel Layanan Aggregator.

11. DOKU tidak akan melakukan Refund atas MDR dan/atau biaya lainnya, hanya dari jumlah penuh pendapatan Transaksi.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Para Pihak sejak       (“Tanggal Efektif”) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan tanggal       (“Jangka Waktu Perjanjian”). Perjanjian diperpanjang otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya dan seterusnya sampai dengan salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian ini.

2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dengan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Pihak lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki, kecuali untuk hal-hal sebagaimana diatur dalam ayat (3) di bawah ini.

3. Berdasarkan pertimbangannya sendiri, salah satu Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan seketika dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam hal terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini: 
a. perubahan jenis usaha sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (7) Perjanjian;

b. izin usaha salah satu Pihak dicabut oleh pemerintah;
c. terdapat kebijakan Pemerintah yang melarang dilakukannya kerja sama berdasarkan Perjanjian ini;

d. Wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 8 Perjanjian; 
e. terdapat dugaan Fraud dan/atau investigasi yang dilakukan DOKU untuk melaksanakan identifikasi terhadap Transaksi Fraud tersebut, terlepas terbuktinya dugaan Fraud tersebut;
f. salah satu Pihak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau terlibat dalam perkara pidana atau perdata yang berdampak pada kecakapannya untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk masuknya salah satu Pihak ke dalam pengawasan regulator dan/atau aparat hukum di Indonesia, seperti namun tidak terbatas pada daftar hitam nasional;
g. salah satu Pihak (i) dinyatakan pailit atau mengajukan atau dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, (ii) dibubarkan/dilikuidasi baik atas kemauannya sendiri maupun atas permintaan pihak lain maupun berdasarkan hukum; atau
h. Layanan Internet Payment Gateway tidak digunakan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

4. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini, masing-masing Pihak wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah timbul atas Perjanjian ini sampai dengan tanggal efektif pengakhiran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini.

5. Para Pihak dengan ini mengesampingkan pengaturan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh perintah atau putusan pengadilan dibutuhkan untuk pengakhiran Perjanjian ini dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh suatu perintah pengadilan diperlukan dalam rangka melaksanakan hak masing-masing Pihak berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak adalah perorangan/suatu badan usaha/badan hukum yang memiliki kecakapan/didirikan secara sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan cakap menurut hukum untuk memiliki harta kekayaan dan melakukan perbuatan hukum dan usahanya di wilayah Republik Indonesia serta memiliki segala ijin dari pihak yang berwenang/regulator yang terkait untuk kegiatan operasionalnya.

2. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan menjaga reputasi Pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

3. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak (sebagaimana relevan).

4. Apabila Perjanjian tidak ditandatangani sesuai dengan ketentuan ayat (3) Perjanjian ini, penandatangan Perjanjian akan bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terjadi sengketa.


5. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya Perjanjian ini: 
a. tidak ada sengketa, gugatan, pengajuan, atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini;
b. memelihara keamanan dan kehandalan sistem masing-masing Pihak;
c. memberikan akses terhadap data dan informasi kepada otoritas pengawas atau pihak berwenang dalam rangka penyelidikan tindak pidana berdasarkan permintaan tertulis;
d. mematuhi ketentuan Bank Indonesia, otoritas berwenang lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang mencakup namun tidak terbatas pada pelindungan data pribadi, pelindungan konsumen, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), anti-suap dan anti-korupsi.

6. [bookmark: _heading=h.2et92p0]Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa salinan dokumen, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan masing-masing pihak dalam rangka penyusunan Perjanjian ini merupakan dokumen, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang sesuai dengan aslinya yang diterbitkan atau diberikan oleh pejabat pemerintah atau profesi yang berwenang untuk menerbitkan atau membuat dokumen dan/atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut.

7. Merchant menyatakan dan menjamin bahwa kegiatan usaha dan Produk yang dijual di Website dan/atau Aplikasi adalah sah secara hukum Republik Indonesia dan tidak bertentangan/melanggar dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas kepada peraturan yang terkait dengan perbankan baik di Indonesia maupun dari Visa dan/atau Mastercard, HAKI, teknologi dan informatika, telekomunikasi.

PASAL 8
WANPRESTASI

1. "Wanprestasi yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah:

a. apabila salah satu Pihak tidak melakukan kewajibannya dalam Perjanjian ini, baik sengaja maupun tidak sengaja/lalai; atau
b. apabila salah satu Pihak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Fraud, baik sengaja maupun tidak sengaja/lalai; atau
c. apabila terdapat salah satu pernyataan dan jaminan salah satu Pihak yang tidak benar, menyesatkan, dipalsukan, atau diragukan;
d. dan tidak memperbaikinya atau tidak melakukan tindakan pemulihan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada saat pemberian peringatan oleh Pihak yang dirugikan/tidak lalai.

2. Dalam hal terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang dirugikan/tidak lalai dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lalai sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini tanpa menghilangkan kewajiban masing-masing Pihak yang sudah timbul sebelum Wanprestasi sampai dengan tanggal efektif pengakhiran.

3. Pihak yang lalai dengan ini menjamin untuk membebaskan Pihak yang dirugikan/tidak lalai beserta direksi, komisaris, pegawai, penasihat dan pihak lain yang terkait dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang timbul dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh Pihak yang dirugikan/tidak lalai ataupun pihak ketiga akibat Wanprestasi yang dilakukannya.

4. Pihak yang dirugikan/tidak lalai berhak menuntut ganti kerugian dalam bentuk apapun sebatas kewajaran menurut Pihak yang tidak lalai dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kewajarannya kepada Pihak yang lalai terkait dengan Wanprestasi ini.

5. Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab terhadap Pihak lain (atau orang yang mengklaim hak yang berasal dari hak pihak lain) atas setiap kerusakan insidental, tidak langsung, konsekuensial, kerusakan khusus, hukuman atau kerugian apapun – termasuk kehilangan pendapatan atau keuntungan, kerugian usaha atau kehilangan data – yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau Layanan yang diberikan, terlepas dari apakah pihak tersebut bertanggung jawab atau diduga bertanggung jawab, memiliki alasan lain untuk mengetahui, atau sebenarnya mengetahui tentang kemungkinannya.

PASAL 9
ATURAN PERPAJAKAN

Seluruh kewajiban pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab dan beban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali jika disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE	

1. Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini yang akan diminta pertanggungjawabannya dalam hal tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan memaksa (“Force Majeure”) dan berdampak langsung secara material terhadap pemenuhan kewajiban Para Pihak menurut Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, huru-hara, perang/kudeta, gangguan dan kerusakan pada server atau jaringan telekomunikasi yang bukan disebabkan karena kelalaian salah satu Pihak, pemadaman listrik yang berlangsung untuk waktu yang cukup lama dan tidak dapat dilakukan back-up dengan genset, kegagalan sistem perbankan/kegagalan lembaga bank dan lembaga jasa keuangan non-bank dalam pemenuhan kewajibannya kepada DOKU, dan adanya kebijakan dari pemerintah.

2. Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure, untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

3. Kejadian-kejadian yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh Pihak yang mengalami Force Majeure dan karenanya membebaskan Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut dari sanksi keterlambatan dan melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi, sepanjang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ayat (2) Pasal ini telah dipenuhi.

4. Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang timbul, menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang lalai sebagai akibat kejadian Force Majeure.

5. Jika Force Majeure menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara terus menerus sampai dengan 6 (enam) bulan sejak terjadinya peristiwa Force Majeure, Para Pihak akan melakukan perundingan lebih lanjut untuk menyelesaikan/mengakhiri Perjanjian sesuai ketentuan Pasal 6 Perjanjian.

PASAL 11
INFORMASI RAHASIA

1. Para Pihak sepakat bahwa Informasi Rahasia adalah data-data dan informasi-informasi apapun, baik bersifat teknis maupun bersifat komersial, dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada data atau informasi mengenai transaksi dan Pelanggan) ("Informasi Rahasia").

2. Para Pihak mengakui bahwa segala bentuk Informasi Rahasia yang dimiliki masing-masing Pihak atas Perjanjian ini adalah bernilai. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi dan mempertahankan sifat rahasia dari Informasi Rahasia tersebut, baik yang bersifat lisan maupun yang tertulis, yang diketahui oleh Para Pihak menjadi rahasia atau menjadi milik salah satu Pihak secara alami.

3. Para Pihak wajib melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam penggunaan, pembuatan salinan, atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut serta menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen-dokumen atau surat-surat dalam bentuk apapun untuk keperluan dokumentasi dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya.

4. Informasi dalam Perjanjian ini tidak termasuk Informasi Rahasia: 

a. apabila Informasi Rahasia tersebut merupakan informasi milik umum karena sudah dibuka kepada umum oleh Pihak pemilik Informasi Rahasia tersebut; atau
b. di mana berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu penetapan putusan pengadilan atau arbitrase, harus disampaikan kepada pihak ketiga dan sebelum Informasi Rahasia tersebut disampaikan, Pihak Penerima Informasi Rahasia terlebih dahulu wajib memberitahukan penyampaian Informasi Rahasia tersebut secara tertulis kepada Pihak Pemberi Informasi Rahasia.

5. Merchant dengan ini memberikan persetujuan pemberian data pribadi-nya, MID, termasuk data Transaksi dan Pelanggan, kepada DOKU dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan DOKU, termasuk namun tidak terbatas pada mitra lembaga bank dan lembaga jasa keuangan non-bank, Acquirer, issuer, vendor; untuk diproses sesuai dengan tujuan dan kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini. Pemrosesan dan pembagian data oleh DOKU kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan DOKU akan dilaksanakan dan tunduk dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi.

6. DOKU menjamin keamanan informasi data milik Pelanggan dan/atau Transaksi sesuai dengan standar layanan perbankan yang berlaku yaitu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).
	ARTICLE 5
CHARGEBACK DAN REFUND

If any  request  for Chargeback and Refund, the Parties agree to comply with terms and condition as set out in this Article, accordingly:

1. Refutation means a reporting process that has the potential to become a Chargeback from the Customer to the issuer which shall be forwarded to the Acquirer ( “Refutation”).

2. The Parties shall coordinate to settle the Refutation and DOKU shall be entitled to request necessary information from the Merchant in relation with the settlement process and Merchant shall support the Refutation process.

3. DOKU  has the right to submit  documents related to the Refutation to the Acquirer, including but not limited to the detail of the credit card Transaction and log Transaction.

4. If requested, Merchant shall submit documents related to the Refutation to the Acquirer, including but not limited to the statement letter of the Merchant of Refutated Transaction, delivery receipt, and product acceptance. 


5. If Refutation is proven to become Chargeback, therefore (a) in terms of Direct Merchant, Acquirer shall deduct the fund from the Merchant’s account in the amount that will be credited again to the Customer’s account as the result of the Chargeback and/or (b) in terms of Aggregator Service, DOKU shall deduct fund to be credited to the Customer as the result of the Chargeback to the following Settlement for the Merchant. If the fund deposit in DOKU in the escrow account is not sufficient to be deducted, Merchant shall pay to DOKU in the amount that will be credited to the Customer as the result of the Chargeback within 7 (seven) Business Days after the notification of the Chargeback and the importance of the payment to DOKU or DOKU makes a deduction at the first opportunity as soon as the Settlement is available and/or collected in the Payment Channel of the Aggregator Service. 




6. DOKU shall only process the request  for Chargeback that come from the Acquirer, and DOKU shall has the right to decline the request the Chargeback which come other than the Acquirer.  

7. All forms Chargeback from third party shall not be the responsibility of DOKU.

8. Merchant shall be entitled to void the transaction of  Customer if that transaction is suspiciously has the potential to harm the Merchant in the future. The voidance information is submitted to  DOKU in order to void such suspicious transaction. If the transaction is already commenced, the Refund process shall be conducted in accordance with the provision as set out in this Article.



9. With limitation related to Transactions that are suspected of violating the law, Fraud, suspicious, or violating the provisions of this Agreement and/or shall be adjusted to the Payment Channel policy, provisions regarding Refunds may apply in accordance with the policies of the Merchant. For the avoidance of doubt, DOKU reserves the right to Refund the Customer at its sole discretion upon notice to the Merchant after the commencement of the Refund process and the Merchant warrants that DOKU's actions does not constitute a violation by DOKU and the Merchant will indemnify and release DOKU from and any losses and claims from the Sub-Merchant and/or the Customer at DOKU's discretion. The Merchant agrees to bear the refund amount.


10. In terms of Aggregator Service, Merchant hereby grant the approval to the DOKU to use the amount of Settlement to make Refund in so far the Settlement has not been carried out in accordance with the time provisions of each Payment Channel as stipulated in Schedule 2 regarding the Merchant Application Form. If the amount of Settlement is not sufficient to deduct the Refund, the Merchant must pay the amount of Refund or such amount of the deduct within 7 (seven) Business Days to DOKU or DOKU makes a deduction at the first opportunity as soon as the Settlement is available and/or collected in the Payment Channel of the Aggregator Service.



11. DOKU shall not refund over  the MDR and/or any other cost, only from the full amount of income of the Transaction. 

ARTICLE 6
DURATION OF AGREEMENT

1. This Agreement is effective and binding on the Parties from       (the "Effective Date") for a period of 2 (two) years commencing from the Effective Date to the date       (the "Term of the Agreement"). The Agreement is automatically renewed for every subsequent 1 (one) year onwards until either Party terminates this Agreement.

2. Each Party has the right to terminate this Agreement earlier by submitting an official notification letter to other Party at the latest 30 (thirty) calendar days prior to the effective date of the intended termination, unless for the matters as set out in paragraph (3) below.  


3. Based on its sole discretion, each Party has the right to terminate this Agreement unilaterally and immediately with a written notice to the other Party in the event of any of the following occurs:


a. changes in the type of business in accordance with the provisions of Article 4 paragraph (7) of the Agreement;
b. a Party's business license was revoked by the government;
c. there is a Government’s policy that prohibits the cooperation under this Agreement;


d. Default in accordance with the provisions of Article 8 of the Agreement; 
e. there is an allegation of Fraud and/or an investigation conducted by DOKU to carry out the identification of the Fraudulent Transaction, regardless of the evidence of the alleged Fraud;

f. each Party violates the provisions of applicable laws and regulations and/or is involved in criminal or civil cases that have an impact on its ability to implement this Agreement, including the entrance of one of the Parties into the supervision of regulators and/or law enforcement in Indonesia, such as but not limited to national blacklists; 


g. each Party (i) is declared bankrupt or files or in the course of suspension debt repayment obligations, (ii) dissolved/liquidated either of its own accord or at the request of the other party or under law; or


h. the Internet Payment Gateway Services is not utilised for 12 (twelve) consecutive months.

4. In connection with the termination of this Agreement as mentioned in the paragraph (2) of this Article, each Party must settle all liabilities arising out from this Agreement until the effective date of the termination at the latest 14 (fourteen) Business Days after the effective date of the termination of this Agreement.


5. The Parties hereby waive the arrangements in Article 1266 of the Civil Code to the extent that a court order or judgment is required for the termination of this Agreement and Article 1267 of the Civil Code to the extent that a court order is required in order to exercise the rights of each Party under Article 1267 of the Civil Code.




ARTICLE 7
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

1. The Parties represent and warrant that each Party is an individual/business or legal company legally competent/duly established under the laws of the Republic of Indonesia and legally competent to own its assets and to take legal actions and conduct business in the territory of Republic of Indonesia and therefore has obtained all permits from the authorities/relevant regulatory institution necessary for its operations.

2. The Parties represent and warrant that each Party shall maintain the reputation of the other Party and shall perform the cooperation under this Agreement with full responsibility and professionalism.


3. The Parties represent and warrant that the person who sign this Agreement is entitled and authorized to act for and on behalf of each Party in accordance with the provisions of the articles of association of each Party (insofar it is relevant).

4. If this Agreement is not signed in accordance with paragraph (3) of this Agreement, the person who signed this agreement shall hold responsible personally in case any dispute occurred. 

5. The Parties represent and warrant that during this Agreement's term: 
a. there are no claims, filings, or pending lawsuits that could materially affect the ability of the Parties to perform their obligations under this Agreement and/or affect the validity of this Agreement;
b. maintaining the security and reliability of each Party's system; 
c. provide access to data and information to supervisory authorities or authorities in the context of criminal investigations based on written requests; 
d. comply with the provisions of Bank Indonesia, other competent authorities, and laws and regulations that include but are not limited to personal data protection, consumer protection, Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention (AML), anti-bribery and anti-corruption.




6. The Parties represent and warrant that copies of documents, confirmations, statements or particulars provided by each party in the framework of the preparation of this Agreement constitute documents, confirmations, statements or particulars consistent with the original issued or given by government officials or professions authorized to issue or produce documents and/or disclose such confirmations, statements or particulars.


7. The Parties represent and warrant that each of their respective business activities and Products sold in their Website and/or Application are lawful under the law of Republic of Indonesia and shall not contrary to/violate the norms of decency, norms of civility, laws and other regulations applicable in Indonesia, including but not limited to regulations related to banking whether in Indonesia or from Visa and/or Master Card, Intellectual Property Rights, technology and information, telecommunications.


ARTICLE 8
DEFAULT

1. "Defaults" as provided in this Agreement shall means:

a. if a Party have failed to perform its obligations under this Agreement, whether intentionally or unintentionally/accidentally; or
b. if a Party committed negative covenants under this Agreement, including but not limited to Fraud, whether intentionally or unintentionally/accidentally; or
c. if any of the representations and warranties of a Party turns out to be incorrect, misleading, falsified, or doubted; or


d. and does not rectify it or do not take remedial action within the period set given in the warning sent by the aggrieved/non- defaulting Party.


2. In the event where a party default, the aggrieved/non-defaulting Party may terminate this Agreement by giving written notice to the defaulting party in accordance with Article (6) paragraph (2) of this Agreement without abolishing each obligation arisen prior to the Default until the effective date of the termination. 



3. The defaulting Party hereby warrants to hold the aggrieved/non-defaulting party and its directors, commissioners, officers, advisors and other related parties harmless from all demands/ lawsuits/claims arising out of and hold responsible for any loss suffered by the aggrieved/non-defaulting party or any third parties due to Default committed by it.


4. The aggrieved/non-defaulting Party has the right to claim for compensation in any kind of form subject to fairness limits according to the non-defaulting Party where the reason of fairness is accountable to the Defaulting Party in relation with the default.

5. No Party shall be liable to the other Party (or any person claiming rights derived from the rights of the other party) for any incidental, indirect, consequential, special, punitive or loss damages of any kind – including loss of revenue or profits, loss of business or loss of data – arising out of or in connection with this Agreement or the Services provided, regardless of whether such party is responsible or alleged to be liable,  have another reason to know, or actually know about the possibility.




ARTICLE 9
TAX REGULATION

All taxes obligation arising out from the performance of this Agreement shall be the responsibility and burden of each Party in accordance with the prevailing law in Indonesia, except as otherwise provided in writing by the Parties.


ARTICLE 10
FORCE MAJEURE

1. Neither Party of this Agreement shall be responsible if it fails to perform its obligations under this Agreement due to the force majeure (“Force Majeure”) which has direct material effect on the performance of  the obligations of the Parties under this Agreement, including but not limited to natural disasters, fire, riot, war/coup, disturbance and damages on server or telecommunications network which is not caused by the negligence of either party,  electricity power outages which last long enough and unable to be backed up with generator set, failure of the banking system/failure of bank institutions and non-bank financial services institutions in fulfilling their obligations to DOKU, and the policy of government.




2. In the event where one or more event of Force Majeure as mentioned in paragraph (1) of this Article occurred, the affected Parties shall notify in writing the other Party regarding the occurrence of the Force Majeure event no later than 7 (seven) Business Days since the date of the occurrence of Force Majeure, to be settled amicably.



3. The events as mentioned in paragraph (1) of this Article may be used by the affected Party as the basis to extend the performance period of its obligation and, therefore, release the affected Party from any sanction for such delay and perform its mandatory obligation, provided that the provisions as mentioned in paragraph (2) of this Article have been fulfilled.



4. If the party who is affected by Force Majeure fails to notify the other Party within the specified period as mentioned in paragraph (2) of this Article, that Party shall be encumbered and responsible for the incurred losses, risks, and consequences as the effect of the Force Majeure.

5. If the Force Majeure continuously prevents the performance of this Agreement up to the 6 (six) months since the occurrence of the Force Majeure event, the Parties shall have further negotiation to resolve/terminate the Agreement in accordance with the provisions of Article 6 of the Agreement.

ARTICLE 11
CONFIDENTIAL INFORMATION

1. The Parties agreed Confidential information means all data and information, whether technically or commercially, in any kind of form (including but not limited to data or information regarding transactions and Customers) ("Confidential Information").


2. The Parties acknowledge that all Confidential Information of each Party to this Agreement are valuable. Each Party shall keep the confidentiality of the information and maintain the nature of the Confidential Information, both in verbal and in written, which the Parties known to be confidential or naturally owned by a Party.



3. The Parties shall take all reasonable precautions to prevent any default in using, copying, or transferring such Confidential Information and shall warrant to keep the original or copy of all documents or letters in any form for the purpose of documentation and shall maintain its confidentiality.



4. Any information in this Agreement shall not construed as Confidential Information: 



a. if such Confidential Information is publicly owned since it has been publicly disclosed by the Party owns such Confidential Information; or
b. if according to the applicable laws and regulations or by a court decision or arbitration, must be submitted to a third party and prior to submission of the Confidential Information, the Party receiving the Confidential Information must first inform the submission of Confidential Information in writing to the Confidential Information Provider


5.  The Merchant hereby consents to the provision of its personal data, MID, including Transaction and Customer data, to DOKU and third parties in cooperation with DOKU, including but not limited to bank and non-bank financial services institutions partners, Acquirers, issuers, vendors; to be processed in accordance with the purpose and interests of the execution of this Agreement. The processing and sharing of data by DOKU to third parties in cooperation with DOKU will be carried out and subject to the provisions of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, or other laws and regulations related to the protection of personal data.


6. DOKU warrants the security of the data information of Customer and/or Transaction shall be in accordance with the prevailing Banking Service Standard which is the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).


	 PASAL 12
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan dengan tertulis dan dialamatkan kepada alamat yang tersebut di bawah ini dan dibuat oleh pejabat berwenang dari Pihak yang memberikan, membuat, atau mengirimkan pemberitahuan tersebut.

PT NUSA SATU INTI ARTHA  
Gedung Artha Graha Lantai 11, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp.: 021-5150785
Fax  : 021-5154758
Email: Email
U.p. : Direktur Utama

Nama perorangan/badan usaha/hukum
Alamat
Kabupaten, Provinsi
Telp.: Telefon/HP
Fax  : Fax (jika ada)
Email: Email
U.p. : Nama Direktur/Pengurus/Ketua/Penerima Kuasa


2. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak yang melakukan perubahan wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan alamat tersebut.

PASAL 13
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat Perjanjian ini tunduk, diatur, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Dalam hal terdapat perselisihan antara Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan timbul, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Para Pihak sepakat untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini selama proses penyelesaian perselisihan.

PASAL 14
PROMOSI

1. Selama jangka waktu Perjanjian ini dan juga sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, masing-masing Pihak memberikan persetujuan kepada Pihak lainnya untuk melakukan promosi atas Layanan Internet Payment Gateway milik DOKU melalui media cetak maupun media elektronik lainnya termasuk hak untuk menempatkan nama, logo, dan Produk yang disediakan Merchant di media-media promosi tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada penempatan di mitra lembaga bank dan lembaga jasa keuangan non-bank, Acquirer, issuer, vendor; untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Para Pihak sepakat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan promosi termasuk namun tidak terbatas pada tata cara melakukan promosi, materi promosi dan biaya yang dikeluarkan oleh Para Pihak dalam rangka promosi sebagaimana diatur dalam Pasal ini menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melakukan promosi.

PASAL 15
LAMPIRAN

1. Lampiran-lampiran di dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan akan disesuaikan/ditambahkan sesuai dengan layanan-layanan yang telah disepakati oleh Para Pihak.

2. Perjanjian ini terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
Lampiran 1: Daftar Rekening Penampungan Merchant
	Lampiran 2: Merchant Application Form
	Lampiran 3: Mekanisme Rekonsiliasi
      Lampiran 4: Persyaratan Administrasi

PASAL 16
BAHASA

Perjanjian ini dibuat dalam versi bilingual yaitu  bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan Para Pihak sepakat bahwa, baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dari Perjanjian ini akan berlaku, mengikat, dan dapat dilaksanakan oleh dan terhadap Para Pihak. Namun dalam hal terjadi perselisihan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari Perjanjian ini, bahasa Indonesia yang akan berlaku.

PASAL 17
SALINAN

Perjanjian ini  dapat ditandatangani dalam berbagai jumlah salinan dan oleh setiap Pihak dalam salinan yang terpisah. Setiap salinan adalah asli, namun seluruh salinan akan membentuk satu instrumen yang sama. 

PASAL 18
LAIN – LAIN

1. Perjanjian ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan DOKU Dashboard (https://dashboard.doku.com/doku-agreement/terms-and-conditions).

2. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Para Pihak mengenai materi pokoknya dan menggantikan semua perjanjian, pemahaman, penawaran, dan ketentuan sebelumnya dan pada saat itu, baik tersurat maupun tersirat, lisan atau tertulis, dalam bentuk apa pun sehubungan dengan materi pokok dari sini.

3. Segala perubahan (baik penambahan dan/atau pengurangan) dari Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya akan disepakati kemudian oleh Para Pihak dan selanjutnya dituangkan dalam suatu addendum/amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak.

4. Dalam hal terdapat perubahan nama Layanan, perpajakan, dan kebijakan/diskresi DOKU yang berkaitan dengan isi Perjanjian ini, DOKU akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Merchant sehubungan dengan hal tersebut, dan surat pemberitahuan tersebut juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

5. Apabila terdapat bagian dalam Perjanjian ini yang tidak sah dan/atau tidak dapat diberlakukan, kondisi tersebut tidak otomatis membatalkan Perjanjian ini dan hanya akan membatalkan bagian yang tidak sah dan/atau tidak dapat diberlakukan itu saja.

6. Perjanjian ini mengikat dan untuk kepentingan masing-masing Pihak, dan/atau pengganti hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

7. Salah satu Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya terlebih dahulu.

8. Dalam hal terjadi kegagalan, penundaan, keterlambatan oleh salah satu Pihak dalam melaksanakan haknya dan/atau menuntut Pihak lainnya melakukan kewajibannya, hal tersebut bukan merupakan pelepasan hak oleh Pihak tersebut untuk nantinya di kemudian hari Pihak tersebut kembali melaksanakan haknya dan menuntut pemenuhan kewajiban Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

9. Merchant wajib menyerahkan salinan dari dokumen-dokumen legal yang dimiliki Merchant sesuai dengan Lampiran 4 sebagai bentuk syarat administrasi pendaftaran.

10. Para Pihak sepakat bahwa apabila Perjanjian ditandatangani secara elektronik atau digital, hal tersebut akan dianggap sebagai tanda tangan asli dan berkekuatan hukum untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana dalam hal ini mencakup setiap perubahan dan peraturan turunan daripadanya dari waktu ke waktu. Pertukaran salinan Perjanjian ini dan halaman tanda tangan dengan cara transmisi elektronik atau digital merupakan pelaksanaan pengiriman Perjanjian secara efektif dan secara sah mengikat Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
-Sisa Halaman Sengaja Dibiarkan Kosong-.

Halaman Tanda Tangan Mengikuti.
	ARTICLE 12
NOTICES

1. Any notice, demand, or communication from one Party to the other Party in relation with this Agreement shall be made in writing and sent to the address below and shall be made by the duly authorized officials of the Party which give, create, or deliver such notice.



PT NUSA SATU INTI ARTHA  
Artha Graha Building 11th Floor, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp.: 021-5150785
Fax  : 021-5154758
Email: Email
Attn. : President Director

Individual/business or legal entity's name
Address
Regency, Province
Telp.: Phone
Fax  : Fax (if any)
Email: Email
Attn.: Director/Executive Board/Chairman/Authorized Signatory's Name

2. Any changes made to the address as mentioned in Paragraph (1) of this Article, the Party who make such changes must be notified to other Party not later 7 (seven) calendar days prior to the effective date of such changes, therefore any consequences of such late notice shall be the responsibility of the Party who made the change of address.


ARTICLE 13
CHOICE OF LAW AND DISPUTE SETTLEMENT


1. The Parties hereto agree that this Agreement shall be subject to, governed by, and construed with the laws of the Republic of Indonesia.

2. In the event of a dispute between the Parties hereto, the Parties hereto agree that such dispute shall be amicably settled between the Parties hereto.  In the event that such amicable settlement cannot be reached within 30 (thirty) calendar days after the dispute arises, the Parties hereto agree to settle it through the South Jakarta District Court.


3. The Parties hereto agree to continue perform their obligations hereunder during the dispute settlement process.

ARTICLE 14
PROMOTION

1. During the period of this Agreement and to the extent not contrary to the applicable laws, each Party shall grant approval to the other Party to conduct a promotion of the Internet Payment Gateway Service of DOKU via printed and other electronic media, including the right to place the name, logo and Products provided by the Merchant in the promotional media, including but not limited to placements in bank and non-bank financial services institutions partners, Acquirers, issuers, vendors; for the purpose of performing this Agreement.




2. The Parties hereto agree that any matters relating to the promotion, including but not limited to promotion procedures, promotional materials and costs incurred by the Parties hereto in connection with the promotion as set out in this Article shall be the responsibility of the Party making the promotion.


ARTICLE 15
SCHEDULE

1. The Schedules attached to this Agreement constitute an integral and inseparable part of the Agreement and shall be adjusted/amended in accordance with the services agreed by the Parties.


2. This Agreement incorporates the following Schedules:
	Schedules 1: Merchant Escrow Account List
	Schedules 2: Merchant Application Form
	Schedules 3: Reconciliation Mechanism
        Schedules 4: Administrative Requirements


ARTICLE 16 
LANGUAGE

This Agreement is made in bilingual version both are Indonesian and English language and the Parties agree that, both the Indonesian and English language versions of this Agreement will be valid, binding, and enforceable by and against the Parties. In the event of any conflict between the Indonesian and English language versions of this Agreement, the Indonesian language version will prevail.


ARTICLE 17
COUNTERPARTS

This Agreement may be executed in any number of counterparts, and by each Party on separate counterparts. Each counterpart is an original, but all counterparts shall together constitute one and the same instrument.

ARTICLE 18
MISCELLANOUS 

1. This Agreement is an integral part of the Terms and Conditions of the DOKU Dashboard (https://dashboard.doku.com/doku-agreement/terms-and-conditions). 


2. This Agreement constitutes the entire agreement and understanding between the Parties regarding its subject matter and supersedes all prior and contemporaneous agreements, understandings, offers, and conditions, whether express or implied, oral or written, of any kind with respect to the subject matter hereof.


3. Any amendment (both addition and/or reduction) to this Agreement and its Schedule shall be agreed by the Parties and subsequently set forth in an addendum/amendment signed by the Parties.



4. In the event where any change on the name of the Service, taxation, and policy/discretion of DOKU related to the content of this Agreement, DOKU shall deliver a notice to the Merchant in relation thereto, and such notice shall also constitute an integral and inseparable part of this Agreement.


5. In the event where any part of this Agreement is invalid and/or unenforceable, such condition shall not automatically revoke this Agreement and shall only revoke the invalid and/or unenforceable part.


6. This Agreement is binding upon and for the benefit of each Party, and/or their right and obligation replacement of each Party.

7. Either Party shall not assign its rights and obligations under this Agreement, whether in part or entirely, to any other third party without the prior written consent from the other Party.


8. In the event where any failure, postponement, delay made by a Party in performing its rights and/or demanding other Party to perform its obligations, it shall not constitute as a waiver from such Party to perform its rights and demand the liabilities of other Party under this Agreement in the future.



9. The Merchant shall submit the copy of the Merchant’s legal documents in accordance with the Schedule 4 as the form of registration administration requirement.

10. The Parties agree that if the Agreement is signed electronically or digitally, it will be considered as an original and legally binding signature for the purposes of implementing this Agreement with reference to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which in this case includes any amendments and derivative regulations thereof from time to time. The exchange of copies of this Agreement and signature pages by means of electronic or digital transmission constitutes the performance of the delivery of the Agreement effectively and lawfully binding on the Parties and has the force of law for the purposes of performance of this Agreement.




-The Remainder Of The Page Is Intentionally Left Blank-.
The Signatures Page Follows.


		




PERJANJIAN LAYANAN INTERNET PAYMENT GATEWAY DOKU		1

Paraf Merchant:                       				                Paraf DOKU:
		













	Demikian Perjanjian ditandatangani Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

	In witness whereof this Agreement is signed by the Parties in 2 (two) duly stamped each has the equal legal power.

	PT NUSA SATU INTI ARTHA
	Nama perorangan/badan usaha/hukum

	







	

	Nama/Name : Yeo Sert Chert
Jabatan/Title: Direktur Utama/President Director
	Nama/Name : Nama Direktur/Pengurus/Ketua/Penerima Kuasa
Jabatan/Title: Jabatan Direktur/Pengurus/Ketua/Penerima Kuasa / Director/Executive Board/Chairman/Authorized Signatory's Title		


	



		
	LAMPIRAN 1
DAFTAR REKENING PENAMPUNGAN MERCHANT

	SCHEDULE 1
MERCHANT ESCROW ACCOUNT LIST

	
	

	Bank/Bank:  [•]

	Atas Nama/On behalf of: [•]

	No. Rekening/Account Number: [•]

	Cabang/Branch: [•]

	Payment Channel: [•]

	



	

	Bank/Bank:  [•]

	Atas Nama/On behalf of: [•]

	No. Rekening/Account Number: [•]

	Cabang/Branch: [•]

	Payment Channel: [•]

	







































	
LAMPIRAN 2
MERCHANT APPLICATION FORM

	
SCHEDULES 2
MERCHANT APPLICATION FORM


	





















































	









	LAMPIRAN 3
MEKANISME REKONSILIASI

Untuk setiap Transaksi yang terjadi di dalam Website dan/atau Aplikasi Merchant, Para Pihak sepakat untuk melakukan Rekonsiliasi sesuai dengan syarat dan ketentuan di bawah ini:

1. Merchant wajib menyelesaikan Rekonsiliasi atas Transaksi pada bulan berjalan, paling lambat pada 60 (enam puluh) hari kalender sejak pelimpahan dana dilakukan.

2. Rekonsiliasi akan dilakukan antara pelimpah dana dengan penerima dana pada Hari Kerja.


3. Rekonsiliasi dilakukan setiap ada pelimpahan dana dan penerimaan dana sesuai dengan Settlement masing-masing Payment Channel.

4. Dalam hal terjadi ketidakcocokan jumlah dana yang dilimpahkan maupun yang diterima,maka akan dilakukan:

a. Apabila terjadi kelebihan jumlah dana yang dilimpahkan dari yang seharusnya/dalam kasus Settlement ganda ("Kelebihan/Settlement Ganda"), pelimpah dana akan memotong atau mengurangi dana pada jadwal Settlement berikutnya sesuai dengan jumlah selisih dana yang dimaksud;
b. Sehubungan dengan butir a di atas, jika jumlah selisih kelebihan dana melebihi ketersediaan dana Transaksi pada Settlement berikutnya, penerima dana wajib melakukan pengembalian dana sebelum Settlement berikutnya, di mana pengembalian dana tersebut dilakukan sesuai dengan selisih yang dimaksud; Penerima dana menyatakan dan menjamin bahwa Kelebihan/Settlement Ganda adalah hak milik pelimpah dana/DOKU, sehingga kegagalan penerima dana melakukan pengembalian dana adalah termasuk "Tindak Pidana Transfer Dana" yang berakibat pada konsekuensi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Jika terjadi kekurangan jumlah dana yang dilimpahkan oleh pelimpah dana, selisih dana yang kurang tersebut akan dilimpahkan oleh pelimpah dana pada jadwal Settlement berikutnya.

	SCHEDULE 3
RECONCILIATION MECHANISM

For every Transaction made in the Merchant’s Website and/or Application, the Parties agree to make Reconciliation in accordance with the terms and conditions below:

1. Merchant shall settle the Reconciliation over Transaction on the current month, at the latest 60 (sixty) calendar days since the disbursement of fund.

2. Reconciliation shall be made between the disburser and the recipient of funds on the Business Day. 

3. Reconciliation made upon any disbursement and receipt of fund in accordance with the Settlement of each Payment Channel.

4. In the event where any discrepancy occurs on the amount of fund which disbursed or received, any of the following shall be done:

a. If there is an excess of the amount of funds transferred than it should/in case of double Settlement ("Excess/Double Settlement"), the transferor will deduct the funds in the next Settlement schedule according to the amount of the difference in funds;
b. In connection with point a above, if the Excess/Double Settlement exceeds the availability of the funds in the next Settlement schedule, the recipient is obliged to make a refund before the next Settlement schedule, where the refund is made in accordance with the difference in question; The recipient represents and warrants that the Excess/Double Settlement is belonging to the transferor/DOKU; so that the failure of the recipient to refund is considered a "Criminal Act of Fund Transfer" which results in criminal consequences in accordance with applicable laws and regulations;
c. If there is a shortage of the amount of transfer of funds by the transferor, the difference in the deficit funds will be transferred by the transferor in the next Settlement schedule.




	LAMPIRAN 4
PERSYARATAN ADMINISTRASI

Persyaratan administrasi yang wajib diserahkan oleh Merchant kepada DOKU adalah:

1. Untuk Direct Merchant:

· Akta Pendirian dan akta susunan direksi dan komisaris terakhir;

· Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) atas akta yang dimaksud;
· Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)/Izin Lokasi yang diterbitkan OSS;
· Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;	
· [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha sektoral terkait;
· Surat Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jika ada;
· Kartu Tanda Penduduk (KTP) pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian dan/atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) dan fotokopi paspor yang masih berlaku apabila pejabat tersebut bukan Warga Negara Indonesia (WNI); dan
· Surat kuasa penandatangan Perjanjian apabila penandatangan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan akta susunan kepengurusan.


2. Untuk Layanan Aggregator:

· Akta Pendirian dan akta susunan direksi dan komisaris terakhir;
· Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) atas akta yang dimaksud;
· Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)/Izin Lokasi yang diterbitkan OSS;
· Kartu Tanda Penduduk (KTP) pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian dan/atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) dan fotokopi paspor yang masih berlaku apabila pejabat tersebut bukan Warga Negara Indonesia (WNI); 
· Surat kuasa penandatangan Perjanjian apabila penandatangan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan akta susunan kepengurusan;


· Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk perorangan maupun badan hukum;
· Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha sektoral terkait;
· Surat Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jika ada; dan
· Surat instruksi penggunaan rekening pribadi sebagai rekening penampungan, baik atas nama sendiri maupun orang lain.

	SCHEDULE 4
ADMINISTRATION REQUIREMENT

The adminsitration requirement which shall be submitted to the Merchant are:

1. For Direct Merchant:

· Deed of Establishment and deed of latest composition of board of directors and commissioners;
· Decree of the Minister of Law and Human Rights on the deed;

· Certificate of Domicile of Company (SKDP)/ Location Permit issued by OSS;
· Taxpayer Registration Number (NPWP) of Company;
· Business Identification Number (NIB) and relevant sectoral Business License;
· Investment Principal License from Investment Coordinating Board (BKPM) if any;
· Citizen Identity Card (KTP) of the authorized officer who sign the Agreement and/or Temporary Residence Permit Card (KITAS) and copy of valid passport if the officer is not an Indonesian Citizen (WNI); and

· Power of attorney for signatory of the Agreement if the signing is not conducted by an authorized officer in accordance with the deed of composition of board of management.

2. For Aggregator Service:

· Deed of Establishment and deed of latest composition of board of directors and commissioners;
· Decree of the Minister of Law and Human Rights on the deed;
· Certificate of Domicile of Company (SKDP)/ Location Permit issued by OSS;
· Citizen Identity Card (KTP) of the authorized officer who sign the Agreement and/or Temporary Residence Permit Card (KITAS) and copy of valid passport if the officer is not an Indonesian Citizen (WNI); 


· Power of attorney for signatory of the Agreement if the signing is not conducted by an authorized officer in accordance with the deed of composition of board of management;
· Taxpayer Registration Number (NPWP), for individuals and legal entities;
· Business Identification Number (NIB) and relevant sectoral Business License;
· Investment Principal License from Investment Coordinating Board (BKPM) if any; and
· Letter of instructions for use of personal accounts as escrow account, either on its own behalf or on behalf of another person.
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